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BAB 5  

KESIMPULAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Restoran S, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Restoran S adalah 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, NPWPD, menghitung, memotong, 

menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 

Pasal 29, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta Pajak Restoran. 

2. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan pada Restoran S belum dilakukan 

dengan baik, dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan hasil review, masih terdapat ketidaksesuaian 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah kesimpulan hasil review Pajak 

Penghasilan: 

a. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, Restoran S hanya melakukan 

perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap. Perhitungan PPh Pasal 21 yang 

dilakukan Restoran S ketika terdapat pemberian THR terdapat kesalahan. 

Terdapat juga objek PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong Restoran S yaitu 

atas penghasilan Bukan Pegawai Berkesinambungan. Restoran S belum 

melakukan penyetoran PPh Pasal 21 untuk Masa Maret dan Mei 2020. 

Restoran S juga tidak pernah melakukan pelaporan PPh Pasal 21. 

b. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 25, Restoran S sudah melakukan 

perhitungan sesuai dengan hasil review. Pada Masa April, Restoran S 

memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah yaitu pengurangan 

angsuran PPh Pasal 25. Restoran S sudah menyampaikan surat permohonan 

kepada DJP dan DJP sudah mengeluarkan surat keterangan berhak 

memanfaatkan insentif. Restoran S belum melakukan penyetoran angsuran 

PPh Pasal 25 untuk Masa Maret dan Mei 2020. Untuk Masa Januari, Februari, 

April, Juni, Juli, dan Agustus  2020, penyetoran angsuran PPh Pasal 25 
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melewati batas tanggal penyetoran. Pelaporan PPh Pasal 25 tidak dilaporkan 

karena Restoran S telah mendapatkan validasi NTPN. 

c. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 28A atau Pasal 29, terdapat kesalahan dalam 

perhitungan Restoran S yang menyebabkan adanya Kurang Bayar. Terdapat 

akun-akun yang tidak dibebankan menjadi biaya serta kesalahan dalam 

koreksi fiskal. Sedangkan perhitungan hasil review menunjukkan Lebih 

Bayar. Atas Lebih Bayar tersebut dapat dilakukan restitusi setelah 

dilakukannya pemeriksaan. 

d. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2), seharusnya Restoran S memiliki 

kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk Masa Juli dan Oktober 2020. Restoran 

S hanya memotong sewa bangunan atas Ruko 2 pada tahun 2019. Restoran S 

memiliki 3 ruko dalam menjalankan usahanya. Restoran S juga tidak pernah 

melakukan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2). 

3. Pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran belum sepenuhnya dilaporkan sesuai 

dengan ketentuan perpajakan. Restoran S tidak melaporkan hasil penjualan Masa 

April, Mei, dan Juni 2020 atas pesanan aplikasi gojek dan pesanan yang diantar 

karyawan Restoran S. Restoran S juga belum melakukan penyetoran dan 

pelaporan Pajak Restoran untuk Masa Maret, Mei, Agustus, dan September 2020. 

4. Berdasarkan hasil review, Restoran S belum dapat dikategorikan sebagai Wajib 

Pajak Patuh. Restoran S belum memenuhi kepatuhan baik kepatuhan formal 

maupun kepatuhan material. Restoran S juga tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan SPT, masih terdapat tunggakan pajak, dan Laporan Keuangan 

Restoran S belum pernah diaudit oleh KAP. 

 
5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil  penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Restoran S 

Dengan adanya review, diharapkan Restoran S dapat melakukan perhitungan, 

penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tax review ini 

dapat dijadikan pedoman bagi Restoran S agar dapat melaksanakan kewajiban 

sesuai ketentuan perpajakan dan menjadi wajib pajak patuh serta terhindar dari 
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sanksi perpajakan. Restoran S dapat memberikan pelatihan terkait perpajakan 

untuk bagian accounting agar lebih kompeten. 

2. Peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta dapat dilakukannya 

perluasan objek penelitian dengan menambahkan perhitungan sanksi atas 

ketidaksesuaian penyetoran dan pelaporan dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai 

review Pajak Penghasilan dan Pajak Restoran untuk menilai kepatuhan wajib 

pajak. 
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